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PUTUSAN
Nomor 384/Pdt.G/2019/PA.Rgt
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Hj. Nani Yusana Binti Anah, tempat dan tanggal lahir Semelinang Tebing,
10 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat
kediaman di Desa Semelinang Tebing Rt. 01 Rw. 01
Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu,
Provinsi Riau. sebagai Penggugat,

melawan

Sopan Sopian Bin Amran Abdullah, tempat dan tanggal lahir Peranap, 07
Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Desa Semelinang Tebing Rt. 01 Rw. 01
Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu,

Provinsi Riau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Juli 2019
telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 384/Pdt.G/2019/PA.Rgt,
tanggal 11 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2014, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
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Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri
Hulu, Provinsi Riau dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :
82/25/10/2014 tertanggal 28 April 2014;

2.Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus Janda, dan Tergugat
berstatus Duda;

3.Bahwa Penggugat dari pernikahan sebelumnya memiliki 4 (empat)
orang anak;

4.Bahwa Tergugat dari pernikahan sebelumnya memiliki 2 (dua) orang
anak;

5.Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup Bersama
sebagaimana suami istri dan bertempat Kediaman di rumah sendiri di
Desa Semelinang Tebing hingga Penggugat dan Tergugat berpisah;
6.Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan
hingga gugatan ini di buat belum dikarunia anak;

7.Bahwa Penggugat dengan Tergugat awal pernikahan rukun dan
harmonis, dan tidak ada pertengkaran yang secara terus menerus terjadi;
8.Bahwa pada sekiranya pertengahan tahun 2017 Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat dengan tidak memberikan kabar selama 15
(lima belas hari);

9.Bahwa setelah berpisah tersebut Tergugat akhirnya kembali namun
anak tiri sudah tidak bisa menerima Penggugat lagi yang mana pada saat
Tergugat ingin kembali rujuk;

10.Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal
serumah lagi lebih kurang 2 (dua) tahun dan tidak menjalankan kewajiban
suami istri;

11.Bahwa semenjak berpisah Tergugat juga tidak ada memberikan
nafkah kepada Penggugat;

12.Bahwa akibat dari prilaku dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat
merasa tidak bisa lagi untuk membina rumah tangga yang Sakinah,
Mawaddah Dan Warahmah dan sudah tidak mungkin lagi tercapai tujuan
perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah berketetapan hati
untuk berpisah dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada
Pengadilan Agama Rengat, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut:

PRIMAIR  :1.Mengabulkan  Gugatan Penggugat untuk  seluruhnya;
2.Menetapkan Jatuh Talak Satu Khula€™i Tergugat SOPAN SOPIAN bin
AMRAN ABDULLAH kepada Penggugat Hj. NANI YUSANA binti ANAH;
3.Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai aturan hukum

yang berlaku;
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SUBSIDAIR :Dan atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et

Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi
dengan mediator , sebagaimana laporan mediator tanggal
#tanggal laporan_mediator#, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban
pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi
Dalam Eksepsi
1. Bahwa

dst;

2. BahWa .o ;

3. BANWA .. dst;
Dalam Rekonvensi

1. Bahwa.
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3. BANWA
dst;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Termohon memohon kepada
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah ..............ccccee.... agar menjatuhkan
putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi
Dalam Eksepsi

[N
2. i
....................................................................................... dst;
Dalam Pokok Perkara
1.
20 i
3.
e et raanns dst;
Dalam Rekonvensi
1o
20 i
3.
Qe e e e e e e dst;
Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan
replik yang pada pokoknya sebagai berikut: ...........cc.cooviiiiii i,
Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan
duplik yang pada pokoknya sebagai berikut: ..............ccooiiiiiiiii
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Bahwa eksepsi Termohon telah diputus dengan putusan sela Nomor
384/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal #tanggal_putusan_sela# yang amarnya pada
pokoknya menolak eksepsi Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan

bukti berupa:

Saksi:
Saini Efendi bin M. Dau umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
tempat kediaman di RT.002 RW.008, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap,
Kabupaten Indragiri Hulu. di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut: bahwa..............cccociiiiiiii s
Rudianto bin Karim umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat
kediaman di RT 03 RW 05, Desa Semelinang Tebing, Kecamatan Peranap,
Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut: bahwa.............ccoooiiiiiiii s

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya,

Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A.

Surat:

#alat_bukti_pihak2_agama#
B.
Saksi:

#tanya_jawab_putusan_pihak2_agama#

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat
(discente) pada hari ......... tanggal ................ yang pada pokoknya sebagai
DEIKUL: .

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan

kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi
Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon Konvensi telah diputus dengan
putusan sela Nomor ................ , tanggal ................ , yang pada pokoknya
menolak eksepsi Termohon Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para
pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah
memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan
mediator , namun berdasarkan laporan mediator tanggal
#tanggal_laporan_mediator# mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian,
dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah

sebagai berikut:
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Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalii permohonan Pemohon
Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-
dalil permohonan angka ....... peeeeees , sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah
terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan
berklausul/pengakuan berkualifikasi/imembantah dalil-dalil angka ....... i , dan
....... , oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi
dengan dihubungkan jawaban Temohon Konvensi, replik dan duplik, maka yang
menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya Pemohon
Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dst .... serta ...... orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan
Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal
#tanggal_perkawinan# tercatat pada #kua_tempat_menikah#. Bukti tersebut
tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal
285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi
............. yang dikeluarkan oleh ........... tidak bermeterai, sehingga bukti
tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut
dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta

di bawah tangan bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi
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bukti tersebut menjelaskan mengenai ...................o..ee. Bukti tersebut tidak
dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan
yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875
KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa saksi 1 (nama saksi), saksi 2 (nama saksi) dan
saksi 3 (nama saksi), yang diajukan Pemohon Konvensi ketiganya sudah
dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah
disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi
syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR /
Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi
L= g T=T o S PP , adalah fakta
yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-
dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon Konvensi mengenai
..................................................................................... , adalah fakta yang tidak
dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri/, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171
HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172
HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii bantahannya,
Termohon Konvensi mengajukan bukti surat T.1, T.2, dst., serta ..... orang saksi
(nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi
................ yang dikeluarkan oleh .................... bermeterai cukup, tidak
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cocok dengan aslinya, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga
harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi
................ yang dikeluarkan oleh .................... bermeterai cukup, di-
nazegelen, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil bantahan Termohon
Konvensi, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena
itu bukti T.2 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon Konvensi, sudah dewasa,
berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah
terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam
Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Namun demikian keterangan
saksi 1 Termohon Konvensi mengenai ............... , adalah fakta yang tidak
dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (testimonium de auditu), oleh
karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil
sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga
keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa,
berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil
sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg,
namun demikian keterangan saksi 2 Termohon Konvensi mengenai ......... ,
adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan
dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, akan tetapi
keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti yang lainnya, sehingga
keterangan seorang saksi saja tidak dianggap pembuktian yang cukup (unus
testis nullus testis) dan harus dikesampingkan, sesuai Pasal 169 HIR/Pasal 306
R.Bg juncto Pasal 1905 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti
P.1, P.3, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi terbukti fakta-fakta sebagai
berikut:
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf
......... dan Pasal 116 huruf ........ Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor .... tanggal .... yang
memberikan Kaidah RUKUM ...

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-lquran .......cooveveeineinnns
2. AlHadis .........ccvvvennn. dan
3. Kaidah fikih ....................... ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/baru
menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi
mengenai izin talak raj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam,
oleh karena itu dapat dikabulkan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan
Agama Rengat, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak,
setelah ikrar talak diucapkan, kepada #kua_tempat _menikah# dan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ........ Kabupaten/Kota.......
serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ........
Kabupaten/Kota.......... ;
Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil

sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat
Rekonvensi memberikan pengakuan secara murni terhadap dalil-dalil angka
............................ sehingga berdasarkan Pasal 174 HIR/Pasal 311 R.Bg, dalil-
dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah/mengakui

secara berklausul/secara kualifikasi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat
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Rekonvensi angka .......... dan ....... Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi
wajib membuktikan dalil-dalil angka ...... dan ..... tersebut;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka ...... dan ...... ,

Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat PR.1, dst., serta ....
orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi
............. yang dikeluarkan oleh .............. bermeterai cukup, di-nazegelen,
dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal .............. , bukti
tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi
................ yang dikeluarkan oleh .................... bermeterai cukup, di-
nazegelen, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalii Penggugat
Rekonvensi, oleh karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan
harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti PR.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi
................ yang dikeluarkan oleh .................... bermeterai cukup, di-
nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal
.......................... , bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi,
oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,
sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi, tidak
mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat Rekonvensi,
sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut
memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172
R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
Rekonvensi mengenai dalil-dalil angka .......... , adalah fakta yang dilihat
sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang
harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi
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tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
Rekonvensi bersesuaian satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua
orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal
308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 3, Penggugat Rekonvensi mempunyai
hubungan keluarga/pekerjaan dengan Penggugat Rekonvensi, walaupun sudah
dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, saksi tersebut tidak memenuhi
syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.,
sehingga saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat
Rekonvensi mengajukan bukti surat TR.1, TR.2, dst., serta ..... orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi
................ yang dikeluarkan oleh .................... bermeterai cukup dan tidak
sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil,
oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi
................ yang dikeluarkan oleh .................... bermeterai cukup, di-
nazegelen, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat
Rekonvensi, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan harus
dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat Rekonvensi, tidak mempunyai
hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat Rekonvensi, sudah
dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut
memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172
R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 1 Tergugat Rekonvensi mengenai
dalil-dalil Penggugat Rekonvensi angka ......... , adalah fakta yang tidak dilihat
sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut
tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat
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(1) HIR/Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus
dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat Rekonvensi, tidak mempunyai
hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat Rekonvensi, sudah
dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil
sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg. Namun demikian
keterangan saksi 2 Tergugat Rekonvensi mengenai dalil-dalil angka .......... )
adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, akan tetapi
tidak didukung bukti lainnya, sehingga keterangan seorang saksi tersebut
merupakan keterangan saksi unus testis nullus testis, oleh karena itu harus
dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh bukti tertulis dan bukti
saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak dapat melumpuhkan
seluruh bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi,
bukti PR.1 dan PR.3, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat Rekonvensi serta hasil
pemeriksaan setempat (discente) ditemukan fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
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Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal
......... Undang-Undang Nomor ............ juncto Pasal ................. Kompilasi
Hukum Islam;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ..... tanggal............ !
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam:
1. Allquran .......coovevvviieinnns
2. AlHadis .........ccvvveeenn. dan
3. Kaidah fikih ................oo. yang diambil sebagai pendapat majelis
berbunyi sebagai berikut................ccccceeeernnns
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan karenanya
dapat dikabulkan seluruhnya;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan,
maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi
dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

1 Jika merujuk yurisprudensi
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3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sopan Sofian bin
Amran Abdullah) terhadap Penggugat (Hj. Nani Yusana binti Anah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 30 Zulgaidah 1440 Hijriah, oleh kami Drs.
Syarkasyi., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra Hj. Rosnah Zaleha, dan Dra.
Mirdiah Harianja, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
oleh Lukman, S.Ag., MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon Konvensi/Tergugat  Rekonvensi/kuasanya dan  Termohon

Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Dra Hj. Rosnah Zaleha, Drs. Syarkasyi., M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H
Panitera Pengganti,

Lukman, S.Ag., MH
Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp50.000,00
2. Proses Rp50.000,00
3. Panggilan Rp1.200.000,00
4. Redaksi Rp5.000,00
5. Meterai Rp6.000,00

Jumlah Rp1.311.000,00

( satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah )
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